BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan
rumusan unsur “hidup bersama sebagai suami istri” dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya
parameter yang tegas dan terukur dalam menentukan Batasan Tindak Pidana
Kohabitasi. Ketidakjelasan tersebut membuka ruang interpretasi yang luas bagi
aparat penegak hukum, sehingga berpotensi melahirkan praktik
overcriminalization terhadap perilaku yang berada dalam ranah privat.
Perumusan norma yang tidak jelas juga berisiko bertentangan dengan asas lex
certa dan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana, di mana pemidanaan
seharusnya menjadi upaya terakhir. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa
ketidakjelasan batasan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP Nasional
berpotensi menimbulkan overcriminalization.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pembentuk undang-undang
melakukan evaluasi dan reformulasi terhadap pengaturan kohabitasi guna
menjamin kepastian hukum serta membatasi ruang interpretasi yang terlalu luas
dengan memperjelas unsur delik secara konkret dan terukur melalui penegasan
batasan mengenai indikator kohabitasi, penentuan indikator objektif seperti
adanya hubungan yang bersifat tetap dan berkelanjutan dalam satu tempat

tinggal, serta bentuk pembagian peran yang memang menyerupai kehidupan
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rumah tangga. Selain itu, perlu dipertimbangkan alternatif pengaturan di luar
hukum pidana apabila tujuan norma lebih bersifat moral atau administratif,

sehingga hukum pidana tetap ditempatkan sebagai ultimum remedium.
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